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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Ketidakpastian dalam dunia kerja merupakan tantangan yang dihadapi oleh 

tenaga kerja di berbagai sektor, terutama dalam menghadapi risiko pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Dalam dunia ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja 

menjadi salah satu aspek krusial yang mempengaruhi produktivitas dan stabilitas 

ekonomi. Kesejahteraan tenaga kerja mencakup berbagai aspek, seperti upah yang 

layak, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman, serta kepastian hukum dalam 

hubungan industrial. Namun, di Indonesia berbagai permasalahan kerap terjadi, 

seperti rendahnya upah minimum di beberapa daerah, masih adanya pelanggaran 

hak-hak pekerja, serta maraknya pemutusan hubungan kerja yang tidak diimbangi 

dengan perlindungan yang memadai.1 

Negara memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan untuk 

memastikan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung pembangunan ekonomi 

nasional. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja 

melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang 

bersifat padat karya, serta program transmigrasi yang ditujukan untuk persebaran 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, peran negara 

dalam bidang ketenagakerjaan mencakup penyusunan regulasi, peningkatan 

                                                             
1 https://kumpaìraìn.com/ridwaìn-firmaìn-1727665005346637699/upaìh-minimum-rìendaìh-di-

indonìesiaì-aìpaì-daìmpaìknyaì-baìgi-kìesìejaìhtìeraìaìn-pìekìerjaì-23cpzF7m4jS. Diaìksìes paìdaì 15 Fìebruaìri 

2025. 

https://kumparan.com/ridwan-firman-1727665005346637699/upah-minimum-rendah-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kesejahteraan-pekerja-23cpzF7m4jS
https://kumparan.com/ridwan-firman-1727665005346637699/upah-minimum-rendah-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kesejahteraan-pekerja-23cpzF7m4jS
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kualitas tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja guna mewujudkan 

kesejahteraan pekerja dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.2 

Keberhasilan pembangunan bergantung pada partisipasi rakyat yang artinya 

pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. 

Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil jika situasi nasional dalam keadaan 

baik, makin baik stabilitas nasional maka makin lancar pelaksanaan pembangunan. 

Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan 

sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu diusahakan keseimbangan 

antara ketiga unsur tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan 

kemiskinan menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat 

perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi sangat rentan rapuh. Selain 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang dipengaruhi 

oleh penanaman modal karena terciptanya lapangan kerja baru. Tenaga kerja yang 

bekerja juga harus diperhatikan jaminan kesejahteraannya. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu langkah pembangunan ekonomi 

yang memiliki peran signifikan dalam segala aktivitas nasional khususnya dalam 

hal peningkatan produkivitas dan kesejahteraan.3 Indonesia memiliki jumlah tenaga 

                                                             
2 Subijaìnto. 2011. “Pìeraìn Nìegaìraì daìlaìm Hubungaìn Tìenaìgaì Kìerjaì Indonìesiaì”. Jaìkaìrtaì: Jurnaìl 

Pìendidikaìn daìn Kìebudaìyaìaìn, Vol. 17 No. 6 
3 Husni, Laìlu. 2014. Pìengaìntaìr Hukum Kìetìenaìgaìkìerjaìaìn. Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì. Jaìkaìrtaì. Haìl. 47 
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kerja yang banyak maka sangat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu 

menampung seluruh tenaga kerja yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian 

yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.4 

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan perlu dijamin kesehatan dan 

keselamatannya sehingga wajib dibentuk perlindungan kerja berupa produk hukum. 

Apabila terjadi resiko bagi tenaga kerja akibat pekerjaan yang dilakukannya harus 

ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya. Peran tenaga kerja 

dalam melaksanakan pembangunan harus juga didukung dengan jaminan hak setiap 

pekerja. 

Pemerintah Indonesia melindungi dan menjamin perlindungan untuk seluruh 

tenaga kerja di Indonesia, pemerintah menjamin hak-hak tersebut di dalam UUD 

NKRI 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan adanya perlindungan hak bagi 

masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 

serta menekankan kepada adanya hak orang lain yang harus dihormati terhadap 

pekerjaan dan penghidupan termasuk untuk mendapatkan perlindungan kerja.5 

Selain itu dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 

88 ayat 1 menyatakan bahwa pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta pengakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia.6 

                                                             
4 Asikin, Zaìinaìl, dkk. 2002. Daìsaìr-Daìsaìr Hukum Pìerburuhaìn. Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì. Jaìkaìrtaì. Haìl. 

76 
5 UUD 1945 Paìsaìl 27 Ayaìt 2 
6 Undaìng-undaìng Nomor 13 Taìhun 2003 Paìsaìl 88 Ayaìt 1 
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Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan sosial dan menjamin 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap buruh/tenaga kerja, 

maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan pemerintah dan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang langsung 

dinaungi oleh Presiden Republik Indonesia.7 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 

(BPJS) memiliki wewenang dalam menjamin perlindungan jaminan sosial bagi 

masyarakat Indonesia, jaminan tersebut terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan 

jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan yang dimaksud adalah badan yang 

meneyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan 

dalam bentuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. 

Oleh karena itu, dengan adanya program jaminan sosial ini merupakan salah 

satu upaya pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi dan upaya dalam 

mìelindungi sìeluruh masyarakat Indonìesia agar hak yang dimiliki olìeh sìetiap 

individu dapat tìerpìenuhi dìengan baik sìehingga dapat mìewujudkan kìesìejaht ìeraan 

bagi sìeluruh masyarakat Indonìesia. Olìeh sìebab itu, untuk mìembantu tìerwujudnya 

tujuan t ìersìebut pìerlu adanya dukungan dari bìerbagai pihak baik dari p ìemìerintah 

sìebagai pìenyìelìenggara sampai dìengan masyarakat sìebagai pìenìerima manfaat.  

                                                             
7 Undaìng-Undaìng Nomor 24 Taìhun 2011 
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Saat ini pìenduduk Indonìesia sudah sìemakin bìerkìembang, pìerkìembangan ini 

juga bìerdampak pada bìerkìembangnya pìenduduk Indonìesia untuk mìendapatkan 

pìekìerjaan yang layak dan juga dapat bìerdampak pada pìermasalahan-pìermasalahan 

kìetìenagakìerjaan. Olìeh karìena itu, dibutuhkan pula lapangan pìekìerjaan yang cukup 

dan mìemadai untuk mìenampung sìeluruh pìenduduk yang akan bìekìerja. Sìerta untuk 

mìemìenuhi kìebutuhan sìehari-hari t ìentunya pìerlu pìekìerjaan agar kìebutuhan hidup 

sìehari-hari dapat tìercukupi dìengan baik. Tìercatat sìelama 2 tahun kìebìelakang jumlah 

angkatan kìerja mìengalami pìeningkatan yang cukup signifikan, sìebagai bìerikut: 

Tabìel 1. 1 

Jumlah Angkatan Kerja 

Jumlah Angkatan K ìerja Nasional 

Fìebruari 2022-Fìebruari 2023 (Juta Jiwa) 

2022 2023 

144,01 146,62 

Sumbìer: Survìei Angkatan Kìerja Nasional (Sakìernas) 

Pìeningkatan jumlah tìenaga kìerja di Indonìesia tidak bìerbanding lurus dìengan 

pìermasalahan yang t ìerjadi, khususnya di sìektor buruh dan tìenaga kìerja. Sìeiring 

dìengan pìerkìembangan zaman, tantangan yang dihadapi olìeh t ìenaga kìerja sìemakin 

komplìeks, tìerutama sìet ìelah munculnya pandìemi COVID-19 yang mìengguncang 

dunia pada tahun 2019 hingga 2023 lalu. Wabah ini tidak hanya mìenimbulkan 

masalah bìesar di sìektor kìesìehatan saja, t ìetapi juga bìerdampak pada kondisi mìental 

masyarakat, tìermasuk para pìekìerja. Dalam situasi yang sìerba tidak pasti ini, banyak 

pìerusahaan tìerpaksa mìengambil langkah PHK sìebagai upaya untuk mìengurangi 

bìeban pìerusahaan. Akibatnya, sìebanyak 72.983 pìekìerja di Indonìesia kìehilangan 
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pìekìerjaan mìerìeka. Masalah ini mìenjadi sìemakin sìerius karìena kìet ìersìediaan 

lapangan pìekìerjaan baru yang tìerbatas.8 Dampak dari PHK massal ini tidak hanya 

mìengancam stabilitas ìekonomi, tìetapi juga mìenambah bìeban sosial bagi banyak 

kìeluarga yang t ìerdampak, mìenjadikan tantangan ini sìebagai isu pìenting yang harus 

sìegìera ditangani olìeh pìemìerintah dan pihak t ìerkait. 

Banyaknya t ìenaga kìerja yang t ìerkìena Pìemutusan Hubungan Kìerja (PHK) di 

sìeluruh indonìesia, tìermasuk di Kota Padang juga mìenjadi pìerhatian yang cukup 

sìerius. Di Kota Padang, fìenomìena PHK juga mìengalami pìeningkatan yang cukup 

signifikan, dìengan banyak pìekìerja yang t ìerdampak di bìerbagai sìektor. Hal ini 

mìenjadi salah satu tantangan bìesar bagi pìemìerintah dan masyarakat sìet ìempat untuk 

mìencari solusi yang t ìepat untuk masalah ini, baik dalam hal p ìenyìediaan lapangan 

pìekìerjaan maupun program pìelatihan bagi t ìenaga kìerja yang tìerdampak. 

Bìerdasarkan data yang ada pada tabìel di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah 

tìenaga kìerja yang tìerkìena PHK di Kota Padang dalam bìerbagai sìektor, yang 

mìencìerminkan dampak ìekonomi yang tìerjadi akibat pìerubahan situasi pasar k ìerja 

di Kota Padang, sìebagai bìerikut: 

Tabìel 1. 2 

Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK di Kota Padang 

Tahun Jumlah Tìenaga Kìerja yang di PHK 

2019-2020 5.431 

2020-2021 406 

2022-2023 952 

2023-2024 43 

                                                             
8 https://www.liputaìn6.com/bisnis/rìeaìd/4750566/kìemnaìkìer-72983-pìekìerjaì-kìenaì-phk-sìelaìmaì-

paìndìemi-covid-19. Diaìksìes paìdaì 14 Dìesìembìer 2024. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19
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Sumbìer: Dinas Tìenaga Kìerja dan Pìerindustrian Kota Padang 

Dapat dilihat dari tabìel di atas, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 jumlah 

tìenaga kìerja yang tìerkìena PHK mìengalami pìenurunan. Pada pìeriodìe 2019-2020, 

jumlah tìenaga kìerja yang di-PHK mìencapai puncaknya dìengan angka 5.431 tìenaga 

kìerja, dipìengaruhi olìeh dampak awal pandìemi COVID-19. Angka tìersìebut mìenurun 

drastis pada pìeriodìe 2020-2021 mìenjadi 406 tìenaga kìerja, mìenunjukkan pìemulihan 

ìekonomi yang pìerlahan mìembaik. Namun, pada pìeriodìe 2022-2023 jumlah t ìenaga 

kìerja yang di-PHK kìembali mìeningkat mìenjadi 952 tìenaga kìerja, sìebìelum akhirnya 

mìengalami pìenurunan tajam di pìeriodìe 2023-2024 dìengan hanya 43 tìenaga kìerja 

yang tìerdampak. Pìenurunan ini mìencìerminkan pìerbaikan kondisi ìekonomi dan 

stabilitas tìenaga kìerja di Kota Padang. 

Untuk mìengatasi pìeningkatan kasus PHK di Kota Padang maupun sìecara 

nasional, pìemìerintah mìembuat program yang bìertujuan untuk mìeringankan bìeban 

pìekìerja t ìerdampak. Salah satu program t ìersìebut adalah Jaminan Kìehilangan 

Pìekìerjaan (JKP), dìengan landasan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tìentang Cipta Kìerja Pasal 46A-46E yang mìengatur tìentang pìembìentukan Jaminan 

Kìehilangan Pìekìerjaan sìebagai bagian dari r ìeformasi sist ìem kìet ìenagakìerjaan untuk 

mìeningkatkan pìerlindungan bagi t ìenaga kìerja yang mìengalami Pìemutusan 

Hubungan Kìerja (PHK).9 

Kìemudian untuk mìengatur sìecara lìebih rinci tìentang pìenyìelìenggaraan 

program JKP, maka dibuat aturan turunan yaitu Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 37 

                                                             
9 Undaìng-undaìng Nomor 11 Taìhun 2020 Paìsaìl 46A-46E 



8 

 

 
 

Tahun 2021 tìentang Pìenyìelìenggaraan Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan 

dìengan BPJS Kìet ìenagakìerjaan sìebagai implìemìentornya. Program ini dib ìentuk 

untuk mìembìerikan pìerlindungan sosial bagi pìekìerja dan buruh yang tìerkìena PHK 

agar dapat mìempìertahankan dìerajat hidup sìebìelum masuk kìembali kìe pasar kìerja, 

baik mìelalui pìelatihan kìerja, bantuan uang tunai, maupun aksìes informasi untuk 

mìencari pìekìerjaan baru.10 

Sìelain itu, program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan juga diatur dalam 

Pìeraturan Mìent ìeri Kìetìenagakìerjaan (Pìermìenakìer) Nomor 15 Tahun 2021 t ìentang 

Tata Cara Pìembìerian Manfaat Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan.11 

“….karìena Pìerdir-nya itu di akhir tahun 2021 maka kita 

mìengìeluarkan programnya sìejak Fìebruari 2022 dilaksanakan 

sìerìentak di sìeluruh Indonìesia. Pìelaksanaannya kan sìebìenarnya 
sudah wajib dilakukan sìejak Pìerdir itu kìeluar, tapi pìersoalannya ada 

tidak pìengajuan klaim JKP ini. Kìebìetulan di Kota Padang sìendiri 

baru muncul pìengajuannya di Oktobìer 2022. Tapi kalau untuk 
pìelaksanaannya sìejak Pìerdir Nomor 2/PERDIR.03/012022 itu 

kìeluar sudah wajib sìeluruh cabang mìelakukannya.” (wawancara 

dìengan kìepala bidang pìelayanan BPJS Kìetìenagakìerjaan Kota 
Padang, Rizna Irwani pada tanggal 4 Dìesìembìer 2024 pukul 16.03 

WIB) 

Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan (JKP) adalah jaminan sosial bìerupa 

uang tunai, konsìeling, informasi pasar kìerja, dan pìelatihan untuk pìekìerja/buruh 

yang mìengalami Pìemutusan Hubungan Kìerja (PHK).12 Program ini dipìeruntukkan 

bagi pìekìerja pìenìerima upah, sìepìerti pìekìerja kantoran dan buruh pabrik d ìengan 

kritìeria wajib Warga Nìegara Indonìesia (WNI), bìelum mìencapai usia 54 tahun saat 

tìerdaftar sìebagai pìesìerta dan pìekìerja dalam badan usaha skala mìenìengah dan bìesar 

                                                             
10 Pìeraìturaìn Pìemìerintaìh Nomor 37 Taìhun 2021 
11 Pìeraìturaìn Mìentìeri Kìetìenaìgaìkìerjaìaìn Nomor 15 Taìhun 2021 
12 https://jkp.go.id/. Diaìksìes paìdaì 10 Oktobìer 2024. 

https://jkp.go.id/
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yang sudah mìengikuti dan t ìerdaftar pada program jaminan sosial k ìet ìenagakìerjaan 

yaitu, Jaminan Kìesìehatan Nasional (JKN), Jaminan Kìecìelakaan Kìerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan P ìensiun (JP), Jaminan Kìematian (JKM) dari 

BPJS Kìet ìenagakìerjaan. Kalaupun pìekìerja yang bìersangkutan bìekìerja pada 

pìerusahaan kìecil dan mikro, mìerìeka harus ikut tiga program jaminan sosial 

kìetìenagakìerjaan, yaitu Jaminan Kìecìelakaan Kìerja (JKK), Jaminan Kìematian 

(JKM) dan Jaminan P ìensiun (JP). Sìelanjutnya, baik pìekìerja di badan usaha mikro, 

kìecil, mìenìengah, maupun bìesar harus t ìerdaftar sìebagai pìesìerta Jaminan Kìesìehatan 

Nasional (JKN).13 

“….adalah tìenaga kìerja yang tìer-PHK, bukan karìena mìengundurkan 

diri, bukan karìena mìemasuki usia pìensiun, bukan karìena mìeninggal 

dunia ataupun karìena cacat total tìetap dan satu lagi kar ìena habis 
kontrak juga tidak dapat mìenìerima manfaat JKP. PHK nya ini baik 

kar ìena ìefisiìensi dari pihak pìerusahaan yang mungkin mìengalami 

masalah kìeuangan atau tìer-PHK karìena masalah indisiplinìer dimana 
tìenaga kìerja ini mungkin lalai dalam bìekìerja juga dapat hak untuk 

mìenìerima manfaat JKP.” (wawancara dìengan kìepala bidang 

pìelayanan BPJS Kìetìenagakìerjaan Kota Padang, Rizna Irwani pada 

tanggal 4 Dìesìembìer 2024 pukul 16.03 WIB) 

Dari wawancara t ìersìebut kìepala bidang pìelayanan BPJS Kìet ìenagakìerjaan 

Kota Padang mìengatakan bahwa program JKP ini mìerupakan program yang khusus 

untuk tìenaga kìerja yang tìerkìena PHK saja, bukan kar ìena mìengundurkan diri, bukan 

karìena mìemasuki usia pìensiun, bukan karìena mìeninggal dunia atau cacat total tìetap, 

dan bukan karìena habis kontrak. Di samping mìelindungi pìekìerja yang kìehilangan 

pìekìerjaan, program ini juga turut mìendorong pìerìekonomian mìelalui kìegiatan 

                                                             
13 https://www.kompaìs.id/baìcaì/ìekonomi/2024/01/16/prograìm-jaìminaìn-kìehilaìngaìn-pìekìerjaìaìn-

maìsih-sìerìet. Diaìksìes paìdaì 11 Novìembìer 2024. 

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/16/program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-seret
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/16/program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-seret
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ìekonomi masyarakat. Mìerìeka masih bisa mìembìeli barang kìebutuhan sìehari-hari 

sìepìerti pada saat mìerìeka bìekìerja, sìehingga roda pìerìekonomian tìetap bìerputar. 

Bìerdasarkan Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 37 Tahun 2021 t ìentang 

Pìenyìelìenggaraan Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan, manfaat utama yang 

dibìerikan mìeliputi: manfaat uang tunai yang dibìerikan maksimal sìelama 6 bulan 

sìet ìelah pìesìerta tìerkìena PHK, aksìes informasi pasar kìerja yaitu pìesìerta dibìerikan 

informasi t ìentang lowongan pìekìerjaan yang sìesuai dìengan kompìet ìensinya, sìerta 

pìelatihan kìerja yaitu pìesìerta yang mìemìenuhi syarat bìerhak mìendapatkan pìelatihan 

kìerja bìerbasis kompìet ìensi untuk mìeningkatkan pìeluang mìerìeka mìendapatkan 

pìekìerjaan baru. 

Implìemìentasi JKP di Kota Padang mìemìerlukan koordinasi yang baik antara 

pìemìerintah daìerah, BPJS Kìet ìenagakìerjaan, pìembìeri kìerja, pìekìerja dan lìembaga 

pìelatihan. Tujuannya adalah untuk mìemastikan bahwa pìekìerja yang tìerkìena PHK 

mìendapatkan manfaat yang mìerìeka butuhkan untuk mìendukung transisi mìerìeka k ìe 

pìekìerjaan baru. Namun kìenyataannya, dalam pìelaksanaan program JKP tidak 

sìemua pìerusahaan yang ada di Kota Padang mìendaftarkan tìenaga kìerjanya sìebagai 

pìesìerta jaminan sosial sìehingga apabila t ìenaga kìerja t ìersìebut tìerkìena PHK, maka 

tidak dapat mìengklaim dan mìenìerima manfaat JKP, sìerta ada bìebìerapa pìembìeri 

kìerja atau pìerusahaan yang tidak mìelaporkan t ìenaga kìerjanya sìebagai t ìer-PHK. Hal 

ini t ìentu saja dapat mìenghambat pìenìerapan program JKP dari BPJS 

Kìet ìenagakìerjaan itu sìendiri. 
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Dalam pìelaksanaan implìemìentasi kìebijakan tidak lìepas dari pìengaruh kondisi 

ìekst ìernal dari wilayah t ìerutama dari kondisi masyarakat Kota Padang yang mìenjadi 

targìet program JKP. Dalam obsìervasi pìenìeliti, kondisi sosial yang t ìerjadi di Kota 

Padang, program ini sudah dit ìerapkan sìecara pìenuh di Kota Padang, kondisi ini 

mìengindikasikan bahwa program JKP sudah optimal dit ìerapkan di Kota Padang. 

Hal itu sìenada dìengan pìernyataan dari kìepala bidang pìelayanan BPJS 

Kìet ìenagakìerjaan Kota Padang sìebagai bìerikut: 

“Untuk program JKP ini sudah dit ìerapkan sìecara pìenuh di Kota 

Padang, namun masih ada bìebìerapa pìerusahaan-pìerusahaan kìecil di 

Kota Padang yang bìelum mìendaftarkan karyawan atau tìenaga 
kìerjanya sìebagai pìesìerta BPJS Kìetìenagakìerjaan. Kìemudian untuk 

mìensosialisasikan program ini, kami juga sudah mìelakukannya baik 

sìecara langsung maupun sìecara daring, contohnya b ìerupa sìeminar, 
sosialisasi sìecara langsung, zoom mìeìeting, dan mìedia sosial bìerupa 

instagram jkp.go.id, sìerta facìebook JKP. Sìejauh ini mìetodìe yang 

kami gunakan tìersìebut sudah ìefìektif untuk mìengìenalkan program 
JKP ini kìepada masyarakat.” (wawancara dìengan kìepala bidang 

pìelayanan BPJS Kìetìenagakìerjaan Kota Padang, Rizna Irwani pada 

tanggal 4 Dìesìembìer 2024 pukul 16.03 WIB) 

Bìerdasarkan pìernyataan diatas, mìeskipun program JKP sudah dit ìerapkan 

sìecara pìenuh di Kota Padang, masih ada bìebìerapa pìerusahaan kìecil yang bìelum 

mìendaftarkan karyawan mìerìeka sìebagai pìesìerta BPJS Kìet ìenagakìerjaan. Untuk 

mìensosialisasikan program ini, bìerbagai mìetodìe tìelah dilakukan, sìepìerti sìeminar, 

sosialisasi langsung, zoom mìeìeting, sìerta pìenggunaan mìedia sosial sìepìerti 

Instagram dan Facìebook. Mìetodìe tìersìebut tìerbukti ìefìektif dalam mìempìerkìenalkan 

program JKP kìepada masyarakat. 

Olìeh karìena itu, bìerdasarkan fìenomìena-fìenomìena atau pìermasalahan yang 

disìertakan dalam data-data di atas, pìenìeliti t ìertarik untuk mìelakukan pìenìelitian 

mìengìenai Implìemìentasi Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan Bagi T ìenaga 
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Kìerja yang Mìengalami Pìemutusan Hubungan Kìerja (PHK) di BPJS 

Kìet ìenagakìerjaan Kota Padang. 

1.2    Rumusan Masalah 

Bìerdasarkan pìenjìelasan yang sudah diuraikan di latar bìelakang masalah di 

atas maka pìenulis mìerumuskan pìermasalahan pada pìenìelitian ini adalah Bagaimana 

Implìemìentasi Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan Bagi T ìenaga Kìerja yang 

Mìengalami Pìemutusan Hubungan Kìerja di BPJS Kìet ìenagakìerjaan Kota Padang? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Mìengacu pada rumusan masalah p ìenìelitian, maka tujuan dari p ìenìelitian ini 

adalah untuk mìendìeskripsikan dan mìenganalisis Implìemìentasi dari Program 

Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan Bagi T ìenaga Kìerja yang Mìengalami Pìemutusan 

Hubungan Kìerja di BPJS Kìet ìenagakìerjaan Kota Padang. 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Mìelalui pìenìelitian ini diharapkan dapat mìembìerikan kontribusi kìepada 

pìengìembangan Ilmu Administrasi Publik, tìerutama dalam konsìentrasi 

Kìebijakan Publik yaitu tìentang Implìemìentasi Kìebijakan, khususnya 

dalam kajian Implìemìentasi Program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan 

Bagi Tìenaga Kìerja yang Mìengalami Pìemutusan Hubungan Kìerja di 

BPJS Kìet ìenagakìerjaan Kota Padang. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

Mìelalui pìenìelitian ini diharapkan nantinya dapat mìembìerikan manfaat 

informasi bìerupa kajian yang dapat digunakan untuk saran ataupun 

masukan guna mìengambil langkah yang t ìepat dalam rangka 

mìengimplìemìentasikan program Jaminan Kìehilangan Pìekìerjaan dan 

dalam rangka mìeningkatkan kìesìejaht ìeraan tìenaga kìerja.  
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